
a. bahwa persyaratan minimal kompetensi yang 
dibutuhkan untuk dapat menjalankan tugas secara 
efektif pada suatu jabatan dan dalam rangka 
peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang 
menduduki Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan 
Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Klaten, perlu didasarkan pada 
suatu Standar Kompetensi Jabatan; 

b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
Bf 156/M.SM.02.00/2023 tanggal 2 Februari 2023 
perihal Persetujuan Standar Kompetensi Jabatan 
Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, maka perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar 
Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan 
Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Klaten; 

BUPATI KLATEN, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

BUPATI KLATEN 
PROVINSI JA WA TENG AH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 
NOMOR 74 TAHUN 2023 

TENT ANG 
STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, 

JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 

SALJNAN 



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republi.k Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi di Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjacli Undang-Undang (Lembaran Negara Republi.k 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republi.k 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republi.k Indonesia Nomor 6867); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Mengingat 



Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republi.k 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republi.k Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1907); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birok:rasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 235); 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pernerintahan Daerah yang mernirnpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi 
kewenangan daerah otonorn. 

3. Bupati adalah Bupati Klaten. 
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada 
instansi pernerintah. 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pernerintahan. 

6. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja 
yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan 
sikap sesuai tugas dan/ atau fungsi jabatan. 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI 

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN 

ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN. 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Bupati Klaten Nornor 51 Tahun 2021 

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Togas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 

Nornor 51); 

Menetapkan 



Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati irii meliputi Standar 
Kompetensi Jabatan PNS yang menduduki Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan 
Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah. 

7. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 

diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/ atau 

mengelola unit organisasi. 

8. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 

diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman 

berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal 

agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan 

kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip, 

yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan 

untuk memperoleh basil kerja sesuai dengan peran, 

fungsi dan jabatan. 

9. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan 

dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang 

teknis jabatan. 

10. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan 

minimal kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat 

menjalankan tugas secara efektif pada suatu jabatan. 

11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah suatu 

kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka 

memimpin dan mernotivasi PNS melalui kepeloporan, 

pengembangan kerjasama dengan instansi lain dan 

keteladanan dengan mengamalkan nilai dasar ASN dan 

melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. 

12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 



BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar 

Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah 
Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 41), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 5 

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan 

Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB II 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN 

Pasal 4 

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas 

dilakukan setelah memenuhi persyaratan kualifikasi serta 

Standar Kompetensi Jabatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 

Tujuan disusunnya Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi adalah sebagai 

pedoman dan acuan dalam proses pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari 

jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi 

untuk menjamin objektivitas dan kualitas PNS di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 
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BUPATI KLATEN, 

Ditetapkan di Klaten 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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e, , 

KELOMPOK KODE JABATAN 
NO NAMA JABATAN 

JABATAN 

Jabatan Pimpinan 1-03-53-14-01-000 
1 Sekretaris Daerah 

Tinggi Pratama 

Staf Ahli Bidang 1-03-53-14-01-001 

2 Pemerin tahan, 
Jabatan Pimpinan 

Hukum dan Politik 
Tinggi Pratama 

Staf Ahli Bidang 1-03-53-14-01-002 

3 Ekonomi, Keuangan 
Jabatan Pimpinan 

dan Pembangunan 
Tinggi Pratama 

Staf Ahli Bidang 1-03-53-14-01-003 

4 
Kemasyarakatan Jabatan Pimpinan 

dan Sumber Daya Tinggi Pratama ' 

Manusia ' ' - 
As is ten 1-03-53-14-0 l-Oo4 - 
Pemerin tahan dan Jabatan Pimpinan 

5 . "" Kesejah teraan Tinggi Pratama .. . 

Rakyat -~ . 
Kepala Bagian 2-04-53-14-.CH-104 .,,;. 

6 Administrator . ' 
Pemerintahan 

I. Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan 

Administrator, Dan Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Klaten : 

A. Daftar Nama, Kelompok dan Kode Jabatan pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Klaten : 

PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN 

ADMINISTRATOR, DAN JABATAN 

PENGAWAS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 

JABATAN KOMPETENSI STAN DAR 

LAMPI RAN 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR !~ TAHUN 2023 

TENTANG 

SALINAN 
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